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L PENDAHULUAN dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"
derajatnya dibanding dengan makhluk (M. Idris Ramulyo, 2004143).
Pasal 2 ayat (l) Perkawinan adalah
(zoon politicon) seperti yang dikemuka- sah apabila dilakukan menurut hukum
kan oleh filosofYunaniAristoteles (Soedono masing-masing agama dan kepercayaan-
Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, nya. Pasal2 ayat (2) Tiap{iap perkawinan
1993:17), yang selalu berinteraksi dengan dicatat menurut perundang-undangan
manusia lain ufltuk memenuhi kehidupan- yang berlaku. Dijaman modem pergaulan
nya. Tuhan menciptakan manusia yang pria dan wanita telah melampaui batas
berlainan jenisnya agar dapat melakukan suku, etnis, kebangsaan bahkan batas
perkawinan, dan dari perkawinan itu keagamaafl Itu berartiperbedaan-perbedaan
dihasilkan keturunan-keturunan yang tersebut bukan halangan dalam perkenalan
dapat menjadi generasi penerus tempat dan akhirnya terjadi pernikahan. Bagi
ber)indung di hari tua. umat beragama Islam perkawinan beda
Menurut Undang-Undang Nomor I suku, etnis dan bangsa tidak menjadi
Tahun 1974 yang selanjutnya disebut halangan, sepanjang kedua b€lah pihak
Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 sama-sama beragama Islam. Akan tetapi
dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah akan lain masalahnya jika kedua belah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan pihak salah satunya beragama non Islam
seorang wanita sebagai suami isteri dengan (misalnya Kristen).
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Pasal 2 ayat (l) Undang-Undang
Perkawinan mengatur bahwa perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan
kepercayaan itu, perkawinan dilarang
antara dua orang yang mempunyai hubungan
lang oleh agamanya lau peraturan lain
yang b€rlaku, dilarangkawin (Pasal8 huruf
f Undang-Undang Perkawinan). Sementara
Undang-Undang Perkawinan yang meng-
acu pada Pasa l  57  Undang-Undang
Perkawinan secara jelas dinyatakan bahwa
satu-satunya terminologi yang memuncul-
kan rumusan Perkawinan Campuran
ada lah  karena adanya perbedaan
Kewarganegaraan. Sedangkan berkaitan
dengan sahnya perkawinan, maka undang-
undang ini secara tegas pula menyatakan
sebagai wilayah agama, atau dengan kata
lain sahnya perkawinan adalah menurut
agama, atau dengan kata lain sahnya
perkawinan adalah menurut agama
dan kepercayaannya m sing-masing. Proses
pencatatan perkawinan di kantor pencatatan
sipil hanya merupakan pemenuhan prosedur
administrasi belaka (Mudiarti Trisnaningsih,
2007:55-58).
Dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi
H uL-um lslam bahu a "dilarang melangsung-
kan pernikahan antara seorang pria dengan
seofang wanita karena keadaan tertenfu :
1. karena wanitayang bersangkutan masih
terikat satu perkawinan dengan pria lair,,
2. seonng wanita yang masih berada dalam
masa iddah dengan pria lain;
3. seorang wanita yang tidak beragana Islam
Sementara larangal menikah beda
agama bagi wanita muslimah diatur di
dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang dijelaskan bahwa "seomng wanita
Islam dilarang melangsungkan pemikahan
dengan seorang pria yang tidak beragama
lslaur". Agama lslam melarang perkawinan
beda agama dalah befujuan untuk memberi
petunjuk kepada umat manusiajalan yang
lurus yang dapat mendatangkan kebahagiaan
dan keselamatan bagi mereka baik di dunia
maupun diakhirat kelak. Karenanya gama
Islam tidak menganjurkan sesuatu j ika
tidak akan mendatangkan faedah yang
dapat diperoleh dari perbuatan itu,
sebagaimana juga tidak melarang untuk
mengerjakan sesuatu kecuali karena
mudharat yang terdapat di dalamnya. Ia
meletakkan ketentuan dan keselamatan
yang abadi itu, sebagai rambu-rambu lalu
lintas bagi pemakai jalan raya yang dapat
memberikan keamanan dalam perjalanan
(H.lbrahimH.R, 1996).
Perkawinan adalah suatu perjanjian
yang suci untuk hidup sebagai suami steri
yang sah. membenluk eluarga bahagia
dan kekal, yang unsur umumnya adalah
sebagai berikut (M. Idris Ramulyo,2004:45):
l. perjanjian yang suci antar seorang pria
dengan seorang wanita;
2. memberikan keluarga bahagia dan sejahtera
(ma'ruf, sakinah, mawaddah, dan
rahmah);
3. kebahagiaan yang kekal abadi penuh
kesempumaal baik moral materiil maupun
spiritual.
Dalam Surat Al-Hujarat ayat (13)
disebutkan manusia diciptakan darr
seorang pria dan seorang wanita, kemudian
mereka dijadikan berbangsa dan bersuku
agar saling mengenal. Perkenalan antara
pria dan wanita menimbulkan rasa saling
tertarik yang kemudian dapat berlanjut
ke jenjang perkawinan. Perkawinan
merupakan salah satu sunatullah yang
berlaku umum pada semua makhluk
Tuhan, baikpada manusia, hewan maupun
tumbuh-lumbuhan. Manusia yang diberi
berbagai kelebihan dari makhluk lain-
nya, sehingga mereka menjadi subyek yang
memi l i k i  hak  menentukan p i l ihannya.
dan karenanya pula manusia diberi tanggung
jawab atas segala tindakannya. Bagi manusra
perkawinan merupakan sesuatu hal yang
sangat penting,
Demi menjaga martabat kemanusiaan-
nya, maka diatur ketentuan yang mengatur
hubungan altara dua jenis manusiayang
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berbeda. Di sinilah letak nilai sakral suatu
perka* inan yang menempalkan manusia
pada proporsi yang dikehendaki Allah
SWT. Hal teNebut e{adi karena lembaga
pekawinan merupakan bagian integral
dari syari'at Islam. Akad nikah s€lain mengikuti
kehendak Allah, ia merupakan perjanjian
atas nama dan dihadapan Allah, karena-
nya akad n ikah d i lempa lkan sebaga i
perjanjian istimewa. Moh. Idris Ramulyo
(2004:66) menyebutkan bila terjadi ada
perkawinan campuran antar agama masih
harus berpegang kepada ketentuan lama
yaitu Pasal 6 dari nege ling op de Gemengede
Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158,
yang terjadirujukan dari Pasal66 Undang-
Undang Perkawinan. Dari umian di atas
terlihat bahwa perkawinan campuran yang
dimakud oleh Undang-Undang Perkawinan
bukan perkawinan beda agama melainkan
perkawinan calon suami steriberbeda hukum
karena berbeda negara .  Kenyataan
tersebut telah menimbulkan kerancuan yang
mendasar, sebab kalau sebelum Undang-
Undang Nomor I Tahun 1974, adanya
perkawinan beda agama masih dapat di-
adopsi melalui peraturan perkawinan
campuran, maka berdasarkan Uldang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali
tidakjelas.
II. PEMBAHASAN
Pengertian Perkawinan
Pengertian perkawinan menurut
hukum perdata ialah pertalian yang sah
antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk waktu yang lama
(SLrbek t i ,  i989 :23) .  Perkawinan juga
merupakan gejala biologis yang mem-
punyai Lairan dengan masalah sosiologis.
yuridis dan tata nilai kehidupan. Dalam
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
tentang Perkawinan melalui Pasal 1 bahwa
''perkawinan ialah ikalan lahir dan batin
anlara seorang pna dengan wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah rangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang
Maha Esa" .  Perkawinan ada lah  sah,
apabila dilakukan menurul hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya
i ru  fPasa l  2  ayar  ( l  I  L  t  P) .  Ser ra  r iap-
t iap  perkawinan d ica ta t  menuru t  per
undang-undangan y gberlaku (Pasal 2ayat
(2) UUP).
Berdasarkan perumusan dalam Pasal2
ayat ( l) tersebut dapat diberikan penjeiasar,
yaitu tidak ada perkawinan di luar hukum
agama dankepercayaannya masing-masing
itu sesuai dengan Undang-Unddng Dasar
19,15. Apabila suatu perkawinan tidak
d i lakukan menuru t  agama dan
kepercayaannya masing-masing, maka
perkawinan tersebut adalah tidak sah.
Dalampenjelasan dari Pasal I Undang-
Undang Nomor I Tahun 1974 tentang
Perkawinan di dalarn negara yang bet-
dasarkan Pancasila, dinana sila yang pertama
ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka
perkawinan mempunyai hubungan yang
erat sekali dengan agama tau kerohaniar,
sehingga perkawinan mempunyai peran
yang pentrng dalam nrembenruL keluarga
yang bahagia, hubungan antara orang tua
dengan anak atau keturunan yang sangat
erat yang merupakan tujuan perkawinarl,
dan juga pemeliharaan dan pendidikan
anak menjadi hak dan kewajiban orang
tua.
Kompi las i  Hukum Is lam (KHI )
merupakan pedoman bagi umat [slam
untuk menyelesaikan masalah dalam bidang
Hul'um Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan
Hukum Perwakafan yang dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Menteri Agama
RepubliklndonesiaNomor l54Tahun l99l
tentang Pelaksanaan I struksi Presiden
Republik Indonesia Nomor I Tahun l99l
tangga l  10  Jun i  1991.  Da lam Pasa l  2
Kompilasi Hukum lslam (K}Il) dinyatakan:
"perkawinan menuru t  hukum Is lam
adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat
Pe*awindr Beda Agatna Dalah Unda g-Undang Perkan'inar dan Hukrn Islan (Em'a!)a"ti) 199
klrar ata! niitsdao gholidhan luntuk
menaati perintah Allah dan melaksana-
kannya merupakan ibadah." Sedangkan
tr.ijuan pcrkawinan ditentukan dalam Pasal3
KHI :  "perkawinan ber tu j  uan un tuk
nTetujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakhah, navaddah, dan rahnqlt".
Perkawinan menurut hukum lslam
adalah pemikahan atau akad yang sangat
k.uat (n i i t s aa o n g ho I id har) untuk nentaati
peintah Allah. Melaksanakaan perkawinan
merupakan wujud ibadah kepada Allah.
Perkawinan adalah sah apabila dilaksana-
kan menurut hukum Islam untuk mewujud-
kan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawadclcrh, dan rahmah. Pencatatan
perkawinar dilakukan oleh Pegawai Pencaiat
Nikah (Pasal 5 ayaL (2) KHI). Melihat
pentingnya substansi dari perkawinan,
maka secara deskripsi pengenian tentang
perkawinan lcbih lanjut diuraikan dalam
pandangan beberapa pakar, mcl iputil
Imarn Syaf i RA, yang meDyatakan
bahwa: "pengertian ikah ialah suatu afdd
yang dengannya menjadi halal hubungan
seksual antara pria denganwanita sedangkan
afii najazi (mathaporr'c) nikah itu artinya
hubulgan seksual" (Husen Ibmhim, l97l:65).
R.  Suto jo  Hamid joyo  (1980:47)  yang
menyatakan bahu,a: "perkawinan adalah
suatu hubungan antara seorang pria dan Perkawinan BedaAgama
seorang wanita untuk hidup bersama dengan Pemer in tah  Repub l ik  Indones ia
kekal dan diakui oleh negara". Dalam menyadari bahwa dengan adanya
pengeftiai ini dapat diambil kesimpulan keanekaragaman suku, bahasa, agama
bahwa hubungan seksual sah dengan adanya dan kepercayaan ini, maka terdapat
ikatan perkawinan, dengan adanya seksual perbedaan fundamental di antara warga
mereka menjadisuami isteri. Menurut M. Idris negara lndonesia di dalam hukum dan
Ramulyo (1994:47) menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan y g berdasarkan
"perkawinan mcnurut Isiam adalah surat pada perbedaan latar belakang kebudaya-
perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk an dan adat istiadat. Undang-Undang No.I
hidup bersana sccam sah antara seorang laki- Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur
laki dengan seorang perempuan dalam secara tegas Perkawinan Campuran
membentuk keluarga yang kekal, santun dan sekaligxs tentang sahnya perkawinan.
menyantuni, amantenferam, dan bahagia". Sebagai hukum produk suatu nggara,
Pandangan laindari AsyhariAbdGhobar maka undang-undang ini mengenal isrilah
( 1974: l0) bahwa "perkawinan adalah satu- warga negara Indonesia dan warga negara
satunya cara untuk membcntuk keluarga, Asing. Berdasarkan perbedaan kewarga-
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dengan hidup bersama ntam seorang pda
dan seorang wanita dan tidak dikata-
kan berke luarga j i ka  keduanya t idak
diikat dengan sehelai surat nikah atau
perkau inan". Berdasarkan definisr Asl hari
Abd Ghobar, setelah diikatnya seorang
laki-laki dan seomng perempuan dengan
sehelai surat nikah atau perkawinan maka
secara otomatis mereka telah berkata sepakat
untuk melakukan perkawinan. Irli berarti
mereka saling janji akan setia dan taat
terhadap peraturan-peraturan hukum
yang berlaku mengenai hak dan kewajiban
se lama dan sesudah h id r . rp  bersama
berlangsung, dan dalam kedudukan di
masyarakat kedudukan anak-anak mereka
haru' diperhaukan dan dilalsanakan sesuai
denganketentuan perundang-undangan yang
berlal-u.
Dalam KUHPerdata tidak ditemukarr
suatLl dcfin is i tentang perkawinan. Menurut
Pasal 26 KuHPerdata menyatakan bahwa
Undang-Undang ini memandang soal
perkawinan hanya dalam hubungan perdata
saja. Jadi suatu perkawinan yang sah
hanya perkawinan yang memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata
terlepas dari syarat-syarat dan peraturan
perkawinan yang diaturoleh agama.
negaraan asing dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia".
Dalam Pasal 66 Undang-Undang
Perkawinan disebutkan untuk perkawinan
dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan perkawinan berdasarkan atas
Lrndang-r.rndang ini, maka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentual
yang diatur dalam Kitab Uodang-undang
Hukum Perdata (Buryerlij k Wetboek),
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristcu
(Huwelij ks Ordonantie Christen
Indohesiers S. 1933 Nomor T4), Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de
Gemengde Huweliken S. 1898Nomor 156.7,
dan peraturan-peraturan lain yang men-
gatur tentang perkawinan sejauh telah diatur
dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku.
Ketentuan Pasal 66 ini menunjukkan
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tidak mencabut secara keseluruhan
perundang-undangan perkawinan jaman
Hindia Belalda dahulu, dengan demikian
dapat pula diartikan bahwa undang-undang
jaman Hindia Belanda tetap berlaku.
Bagi mereka yang melaksanakan perkawinan
campuran beda agama mau tidak mau
merujuk perkawinan campuran yarg berlaku
padajanianHindiaBelanda,yaitu(Asmin,
1986:6):
a. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan
Eropa berlaku Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (BW);
b. Bagi orang timurAsing Cina dal1 ketuuan
Cina berlaku Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (BW);
c. Bagi omng timur asing bukan Cina berlaku
hukun adat mereka masing-masing:
d. Bagr orang Tndonesia acliberlaku macam-
mac?un aturan, yaitu:
i) bagi orang yang beragama Islam,
berlaku huL-um Islam sebagai bagian
dari hukum adat.
2) bagi yang beragama Kristen di Jawa,
Minahasa, dan Ambon berlaku
HwNelijk Ordo antie Christen
Inladers (HOCI) Staatsblad Tahtsn
1933 Nomor 74.
3) bagi mereka yang tidak temasuk point
1 ) dan 2) berlaku hukum adatnya.
e. Bagi mereka yang bemda dalam
perkawinan campuan berlaku peratuian
perkawinan campuran (selanjutnya
disebut Regeling op de Gemehgde
Huwelij ken atau GHR Staatsblad Tahut
1898 Nomor 158)
Diberlakukan Regeliag op de Gemengde
Huwelij ken (GtlR)karcna menurut peranuan
perundang-undangan p da jaman Hindia
Belanda hukum agama tidak berperan dalam
menentukan sah tidaknya perkawinan.
Persoalan yang ada pada saat itu adalah
perkawinan antara orang-orang yang di
Indonesia masing-masing tunduk pada
hukum yang berlainan. Regulasi in1
menekankan pada pemberlakuan hukum
dari status golongan suami, undang-undang
ini hanya memandang dari sisi perdata.
Jika ada pihak-pihak yang melakukan
perkawinan bgda agama maka tetap mengacu
pada huk-um suami.
Pemerintah dengan segala daya upaya
telah berhasil menl.usun Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang dapat menampung dan memenuhi
kebutuhan masyamkat dengan melihat
dari segalaperbedaan hukum adat istiadat,
hukum agama maupun kepercayaan yang
dianut. Sebelum diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, peratuan perundangan yang
adatidak memperhatikan unsurperbedaan
agama, asal-usul para pihak yang akan
melangsungkan perkawinan sehingga status
perkawinan antara orang-orang yang
agamanya berbeda tidak menj adi soal. Yang
menjadi persoalan pada saat ini hukum
masing-masing pihak sesuai dengan
ketentuan Pasal I63 IS. Dalam Pasal I , Pasal
2  aya t  (11dan t21  d iu ra ikan mengena i
beberapa ketentuan. Pasal I bahwa I
-perkawinan ada lah  ika tan  lah i r  ba t in
anlam seorang pria dengan wanrta scbagai
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suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (run'rah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan ke-Tuhatran Yang Maha
Esa". Pasal2 ayat (l) | "perkawinan adalah
vl, apabila dilakukan menurut hukun nasing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu"
Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut perundan g-undangan yang berlaku".
Dari uraian pasal-pasal di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa perkawinan hanya
sah bila dilaksanakan menurut agama dan
k eperca) aa n nya. cna dicalal oleh pegawai
pencatat perkawinan. Oleh karena itu di dalan
Undang-Undang Perkawinan tidak dikenal
perkawinan diluar ketentuan agamanya.
Perkau'inan canrpuran beda agama terJadi
karena calon sr.ram i dan calon lsteri memplrnyaj
keyakinan yang berbeda dimana masing-
masing akan tetap pada agamanya setelah
dilakukan perkawinan. Pada waktu sekarang
ini memang cukup banya pasangan yang
menikah beda aganu yang berdasarkan pada
pondasi kuatnya rasa cinta, mengenyamping-
kan hukum agana.
Perkawinan lenurut agama Islam
merupakan penyempumaan ibadah kepada
Allah dalam hubungan antara pria dan
wanita yang ditakdirkan oleh Allah satu
sama la in  sa i ing  menter lukan da lan l
kelangsungan hidup kemanusiaan untuk
memenuhi nalurinya dalam hubungan
seksual, yang bertujuan untuk melanjutkan
keturunan yang sah serta mendapatkan
kabahagiaan dan kescjahteraan l hir dan batin
bagi keselamatan keluarga, masyarakat dan
negara serta keadilan dan kcdamaian baik
dalam kehidupan didunia maupun di akhirat
(Rusli dan R. Tama, 1984r l9).
Perkawinan merupakan pelaksanaan,
pcningkatai dan penyempumaan ibadah
kepadaAllah, nlaka agama Islam melarang
perkar\ inan antar agarna. terutama lagi
perkawinan antara seorang wanita Islam
dengan pr ia  yang bukan Is lam.  ha l  in i
disebabkan oleh karena wanita bersifat
lemah hat i  dan mudah te rs inggung
perasaannya sefta karena kebanyakan wanita
berada di bawah kekuasaan pihak iaki-
laki, maka dikhawatirkan wanita Islam itu
murtad meninggalkan Islan (Rusli dan R.
Tama, 1984: 24). Dalam AI-Qur'an terdapat
3 (tiga) surat yang dapat dijadikan pedoman
dalam perkawinan beda agama. Surat Al-
Baqarah ayat (221), yang artinya "Jangan-
lah kamu kawini perempuan-perempuan
yang mempersekutukan Tuhan (Musyrik)
sebelum mereka beriman, dan sesungguh-
nya hamba sahaya perempuan yang beriman
lebih baik dari perernpu.an-percmpuar musyrik
itu, biarpun kamu suka padanya, dan
janganlah kamu kawilrkan perempuan-
perempuan yang beriman dengan laki-laki
n rusyr ik ,  sebe lum mereka bcr iman
dan sesungguhnya h mba saha la  lak i -
laki yang beriman lebih baik dari lakilaki
musyrik, biarpun kamu suka padanya.
Orang-orang itu memanggilmu ke neraka,
tetapiAllah memanggilmu ke surga, kepada
ampunannya, dan menjelaskan keterangan-
keterangannya kepada manusia supaya
mereka mengambil pelaj aran".
SuratAl-Mumtahanah yat (l 0), yang
artinya: "Wahai orang-orang yang beriman,
apab i la  perempuan-perempuan mukmin
datang berhijrah kepadamu, maka hendak-
lah kamu uji fteimanan) mereka. Allah sLmggLrir
m€ngetahui keimanan mereka. Bila kamu
mengetahui bahwa mereka benar-benar
beriman, janganlah kamu mengembalikan
mereka kepada orang-oemng kafir. Mereka
tidakhalal bagi laki-lakikafir, dan laki-laki
kafir tak halal bagi mereka (perempuan-
mphn , , r n  m , ' l zm in \ "
SumtAl-maidah ayat (5), yang artinya:
"Pada hari di halalkan bagi kamu semua
barang yang baik, dan makanan (sembelihan)
Ah l i  K i tab  ada lah  ha la l  bag i  kamu,
dan makanan kamujuga halalbagi mereka.
Demikian pula (dihalalkan bagimu meng-
awini) perempuan-perempuan y g suci di
antara perempuan-perempuan mukmin, 5
ena perempuan-perempuan yang sucr dl
antam omng-omng yang diberi kitab sebelum
kamu, jika kamu berikan kepada mereka
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maskawin, bukan dengan zina dan bukan
dengan diam-diam mengambil mereka
sebagai gundik. Barang siapa kafir setelah
ber iman maLa sungguh  s ia -s ia  ama l
mereka dan di akhirat dia tsmrasuk orang'
orang yarg merugi".
Tiga ayat di atas memiliki makna
yang bertingkat. Ayat pertama melarang
kamu (pengikut Muhammad.l mengawrni
orang musyrik, baik laki-laki muslim
mengawini perempuan musyrik maupun
sebaliknya. Ayat kedua mengungkapkan
larangan perempuan mukmin dikawinkan
dengan laki-laki kafir. Ayat ketiga
memperbolehkan mengawin  perempuan hli
kitab (suhadi,2006r5 I -52).
Surat Ar-Rum ayat (3), yang aftinyal
"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah Dia menciptakan u lukmu isteri-isleri
darijenismu sendiri. supaya kamu cenderung
dan merasa ten teram kepadanya,
dan dijadikan-\ya diantaramu rasa kasih
dan sayang.  Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda b gi kaum yang berpikii'.
Sural Al-Tahrim ayar {6). yang artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah
dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang ba)ran bakamya adalah manusia dan 2. Berdasarkan Keputusan Hakim
ba tu ,  pen j  aganya  n la la  i k  a r  -ma la i ka t Perkaw inan  beda  agama yang
yang kasar, yang keras, yang tidak diputuskan oleh peradilan antara lain
mendurhakai Allah terhadap apa yang Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
diperhatikan-Nya kepada mereka dan selalu 1400K/Pdt/1986 dalam kasus perkawinan
meDgedakan apayang diperintahkan". anrara  And i  Vonny Car i  P .  beragama
Hadits-hadits Rasulullah SAW, yang Islam dan Adrianus Petrus Hendrik
aninya: "Wanita itu boieh dinikahi karena Nelwan bgragama Kristen Protestan.
empathal: (l)karemha(anya; (ii) karenaasal- Mahkamah Agung memberi dasar
usul keturunannya; (iii) karena kecantikan- pertimbangan hukumnya bahwa tidak
nya;(iv) karcnaagarna. Makahendaklahkarnu boleh terjadinya kekosongan hukunr
belpegang teguh dengan perempuan yang (recht vacuum) behwa jika pemohon
menurut agama Islam; jika tidak, akan berkehendak melangsungkan perkawinan
binasalah kedua tanganmu (Hadis riwayat secara Islam harus ditafsirkan. Pemohon
muttafao alaih dari Abi Hurairah ra)". tidak menghiraukan lagi status agamanya
Fatwa MUI Nomor 4,MLINAS VII/ (in casu A.gama Islam) bahwa tidak
MUV8/2005 tentang Perkawinan Beda ada halangan dilangsungkan perkawinan
Agama, belakangan ini disinyalir banyak (Pasal 8F Undang-Undang Perkarvinan).
tedadinya perkawinan beda agama. Ketentuan i i berlaku sebalikny4j ika pernohon
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Perkawinan beda agama ini tidak sampai
pada tingkat meresahkan masyarakat
karena t imbu lnya  pemik i ran  yang
membenarkan perkawinan beda agama
dengan dalih hak asasi. Perkawinan beda
agama ada lah  haram dan t idak  sah.
Perkawinan Iaki-laki muslinr dengan wanita
ahli kitab, menurut qaul-mu tamad adalah
haram dan tidak sah.
Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama
l. Pernikahan seorang muslim dengan
wanita ahli kitab di Gereja
Tidak boleh bagi seorang muslrm
meresmikan pern ikahan dcngan r r  an i r r r
muslimah atau ahli kitab di dalam gereya.
Juga tidak boleh ditanda tangani oleh
Pendeta meskipun sebelumnya sudah
menikah dengan ketentuan dan tata cara
yang sesuai dengan sunnah Rasulullah
SAW. Sebab tindakan lersebur menyerupai
la ra  ca ra  pern ikahan  o rang  nacran i
dan pengagungan terhadap syiar, tempat
ibadah serta penghormatan terhadap
tokoh agama mereka berdasarkan
sabda Rasulullah (Al-Lajnahad-Dainah
Lil lfia/Lembago Fatw Sa di Arabia).
3. Perkawinan yang Dilakukan di Luar kepada mereka, neskipun kitab tersebut
Negeri
Dalam Pasal 56 ayat ( I ) Undang-Undang
didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan
tempat inggal mereka".
mereka ubah.
Daiam tali ir Ibnu Kar5ir enl,rng Surar
Apakah di jaman ini dibolehkan?.
Kalau diperbolehkar nikah beda agama
Perkawinan yang bunyinya: "Perkawinan Al-Maidah ayat (6) disebutkan bahwa:
yang dilangsungkan di luar Indonesia "Berkata Ibnu Abi Hatim, telah meDccrita-
antara dua orang warga negara lndonesia kan kepada kamibapakku, telah nlencerita
atau seorang warga negara Indonesia kan kepada kamiMuhammad biD Hatim bin
dengan warga negara sing adalah sah bila Sulaiman, telah menceritakan kepada kami
dilakukan menurut hukum yang berlaku Qosim bin Sami' dariAbi Malik Alghifari. Ia
di negara dimana perkawinan itu dilansung- berkata | "...tatkala turun ayat (6) surat
kan dan bagi warga negara Indonesia tidak Al-Maidah, maka orang-orangpun melikah
melanggar ketentuan-ketentuan ndang- dengan wanita ahli kitab, dan sungguh
undangini". Pasal56ayat(2) yangberbunyi: ada banyak (ana'ah) sababat rnenikah
"Da lam waktu  I  (sa tu)  tahun se te lah  dengan wan i ta  nasran i ,  dan mereka
suamiisteri ihl kembali di wilayah Indonesia, berpandangan itu tidaklah nlengapa,
surat bukti perkawinan mercka harus berdasarkan ayat ini."
Perkawinan di luar negeri adalah tidak mungkin lelaki soleh dianjurkan
sah menurut Undang-Undang Perkawinan di memilih isteri solcha karena sebuah
catatkan di catatan Sipil dan dilegalisir pcrnikahan bukan hanya nafsu tapi Juga
oleh Pejabat Konsuler Perwakilan Negara rasa kebersanaan dalam satu aqidah,
dimana perkawinan itu dilakukan. Tetapi bisa dibayangkan bagaintana Iasanya
jika dilihat dari kata-kata sal bagi Warga kalau waktu sholat kamu nenjadi in,am
Negara  Indones ia  t idak  ber ten tangan dan d ibe lakangmu berd i r i  anak  dan
dengan Undang-Undang Perkawinan. isteri menjadi makmum.
Sudah je las  perkawinan beda agama Pendapat yang setuju perkawinan
bertentangan dengan syarat sahnya bila beda agama, bahwa dalam rangka nrencari
d i laksanakan menuru t  agana dan ca fa  un tuk  b isa  mcn ikah d i  neger i  n i ,
kepercayaainya. ada beberapa kelompok pengikut Islam
Dalam surat Al-Baqarah ayat (221) yang memiliki pemahanan yang bcrbcda
dijelaskan secara gamblang bahwa kita dan salah seorang yang pemikirannya
(umat Islam) dilarang untuk menikahi sangatmendalam adalah Zainun Kamaldari
wanita-wanita musyrik. Karena menurut Jaringan Islam Liberal. SuatAl-Maidah ayat
pemahaman ini yang dimaksud dengan (5), yang artinyar "Pada hari di halalkan
muslrik adalah yang bukan pengikut Islam. bagimu yang baik-baik. Makanan
Bahwa Allah sendiri membedakan orang (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-
kafir itu ada dua, yakni ahli kitab dan Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan
muslaikin. Fiman-Nya: "Dan sesungguhnya kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalal
orang-orang kafir dari golongan ahli kitab kan mengawini) wanita-wanita yang
dan musyrikin, mereka kekal di reraka menjaga kehormatan di antara wanita-
jahanam, mercka adalah seburuk-buruk wanita yang beriman dan wanita-rvanira
makhluk" (QS Al-Bayyinah:6). Bahwa yang menjaga kehormatan diantara omng-
walaupun kaum ahli kitab itu juga berbuat orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu,
syirik, namun mereka tidak dinisbatkan bila kamutelah men'rbayaimaskawin nrereka
dengan kcmusyrikannya, akan tetapi dengan maksud menikahinya. t idak dengan
dinisbatkan dengan kitab Allah yang dinlun maksudberzina d ntidak(pula) menjadikan
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gundik-gundik. Barang siapa yang
kafir sesudah beriman (tidak menerima
hukum-hukum Islam) maka hapus
lah amalannya dan ia di akhirat dia termasuk
orang-orang yang merugi (Al-Maidah
ayat (5)). Temyata disebutkan dengan sangat
nyata bahwa pernikahan beda agama
ini diperbolehkan, bahkan ada ancaman
besar  dar i  A l lah  pada  bag ian  akh i r
ayat tersebut. Tapi kemudian muncul
permasalahan lagi, menurut pemahaman
yang perlama saal ini sudah lidak ada lagi
yangnamanyaAlli Kitab.
III. PENUTUP
1.  Undang-Undang Nomor  I  Tahun
1974 te ang Perkawinan (UUP)
melalui Pasal 56 memberikan temino-
logi perkawinan campuran adalah
perkawinan berbeda hukum karena
berbeda kewarganggaraan. Perkawinan
beda agama agama dapat dilakukan
menurut Pasal 66 UUP dengan
memberlakukan Undang-Undang
Perkawinan Campuran Regeling op de
g e m e n gd e Huw e I ij ken (GIIF.) St a a t s b I a d
Tahun 1898 Nomor  153 yang
mengatur perkau inan campuran bagi
orang-orang Indonesia yang berlainan
hukum regulasi pemberlakuan hukum
golongan suami karena perkawinan
dilihat dari sisi perdata maka perkawinan
beda agarna mengacu hukum suani.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat
ketentuan yang melarang pemikahan
anrara seorang prla oengan seomng
wanita karena tidak beragana Islam (Pasal
40 huruf c KHI). Seorang wanita
Ts lam d i la rang melangsung lan  per -
kawinan dengan pria yang tidak beragama
Islam (Pasal44 KHI). Perkawinan beda
agama adalah haram dan tidak
sah, perkawinan laki-laki muslim
dan wanita ahli kitab adalah hararrr
dan tidak sah (qaul-nulana{. Tidal<
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bo leh  seorang mus l im melakukan
perkawinan dengan wanita muslim
atau ahli kitab di gereja dan tidak
boleh ditanda tangani oleh Pendeta.
Sebab perkawinan ini mirip per-
kawinan nasrani, pengagungan syair,
tempat ibadah serta penghormatan
terhadap tokoh agama mereka. Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/
MUNAS VIVMUV8/2005, hukum I
slam melarang perkawinan beda agama
karena lebih banyak mudhorat dan
syafaatnya.
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